CEGAH MALADMINISTRASI, OMBUDSMAN RI SULSEL DAN HMI BADKO SULSEL GELAR
LABORATORIUM PELAYANAN PUBLIK

Jum'at, 24 April 2026 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

Makassar, SULSELNEWS.id - Dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif terhadap birokrasi, Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dengan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI BADKO) Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan bertajuk Laboratorium Pelayanan Publik

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (22-23 April 2026) di Kantor Ombudsman RI Sulsel ini,
mengusung tema "Peningkatan Kapasitas Pemantau Layanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi’. Program ini
dirancang sebagai wadah edukasi intensif bagi aktivis mahasiswa untuk memahami seluk-beluk standar pelayanan publik
sesuai UU No. 25 Tahun 2009.

Pada hari pertama, peserta dibekali materi fundamental mengenai konsep pelayanan publik dan identifikasi 12 bentuk
maladministrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran krusial
sebagai mediator dan pengawas non-litigasi di tengah masyarakat.

"Mahasiswa bukan hanya agen perubahan, tetapi juga mata dan telinga dalam memastikan hak-hak warga negara
terpenuhi oleh penyelenggara layanan tanpa adanya penyimpangan," ujar narasumber dalam sesi diskusi panel.

Memasuki hari kedua, Kamis (23/4), fokus kegiatan beralih pada aspek teknis. Peserta mengikuti simulasi penyusunan
laporan pengaduan, mempelajari mekanisme penyelesaian laporan melalui investigasi dan mediasi, hingga menyusun
peta jalan (roadmap) pengawasan yang akan diimplementasikan oleh pengurus HMI Badko Sulsel di tingkat
cabang/kabupaten .

Muh. Izwan Ketua HMI Badko Sulsel bidang digitalisasi dan inovasi menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah
konkret organisasi dalam mengawal isu-isu kerakyatan. "Melalui Laboratorium ini, kader HMI tidak hanya dibekali teori,
tetapi juga kemampuan teknis untuk melaporkan jika menemukan praktik pelayanan publik yang tidak sesuai prosedur di
daerah masing-masing," ungkapnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penyusunan Action Plan (Rencana Aksi) yang akan menjadi panduan bagi mahasiswa dalam
memantau instansi layanan publik secara independen. Diharapkan, sinergi antara lembaga negara pengawas pelayanan
publik dan organisasi mahasiswa ini dapat menciptakan iklim birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di
Sulawesi Selatan
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